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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
1. Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif Tidak dilambangkan tidak  dilambangkan 
ب ba B Be 
ت ta T Te 
ث sa ṡ es (dengan titik di  atas) 
ج jim J Je 
ح ha ḥ ha (dengan titk di bawah) 
خ kha Kh ka dan ha 
د dal D De 
ذ zal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر ra R Er 
ز zai Z Zet 
س sin S Es 
ش syin sy es dan ye 
ص sad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض dad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ta ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ za ẓ zet (dengan titk di bawah)  
ع „ain „ apostrof terbalik 
x 
 
غ gain G Ge 
ف fa F Ef 
ق qaf Q Qi 
ك kaf K Ka 
ل lam L El 
م mim M Em 
ن nun N En 
و wau W We 
ه ha H Ha 
ء hamzah , Apostof 
ي ya Y Ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apapun. Jika ia terletak di   n a  a a   i a  i    a a  i   i    n an 
 an a       
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
َ ا fatḥah a A 
َ ا 
Kasrah i I 
َ ا ḍammah u U 
xi 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َى 
 
fatḥah an yā‟ 
 
ai 
 
a dan i 
 
 َو ى 
 
fatḥah dan wau 
 
au 
 
a dan u 
 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 
 
Harkat dan 
Huruf 
 
Nama 
 
Huruf dan 
Tanda 
 
Nama 
 
 َى... | َا... 
fatḥahdan alif 
a a yā‟ 
ā a dan garis di atas 
ى kasrah  anyā‟ i i dan garis di atas 
وى ḍammahdan wau ū u dan garis di atas 
 
4. Tā‟ Ma būṭah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭahada dua, yaitu: tā’ marbūṭahyang hidup 
atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya 
adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭahyang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭahdiikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
tā’ marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 
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5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf ىber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah(  ّىِى),maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddahmenjadi (i). 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 
ال (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 
maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 
langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 
mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).  
7. Hamzah 
    an   an  i   a i        a  a    n a i a              anya b   a   ba i 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 
berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak 
lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Q  ‟an  a i 
al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 
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tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 
ditransliterasi secara utuh. 
9. Lafẓ al-Ja ā a  (الله) 
Ka a “   a ” yan   i a    i  a  i          i       jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi 
tanpa huruf hamzah. 
Adapun tā’ marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepadalafẓ al-Jalālah 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal 
nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang 
ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 
huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf 
A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan 
yang sama juga berlaku untuk  huruf awal dari judul referensi yang 
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun 
dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 
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ABSTRAK 
 
Nama : Nurdiyani Ali 
Nim  : 10200114077 
Judul  : Pembunuhan Oleh Istri Terhadap Suami Akibat Tidak Di Beri 
Nafkah (Studi Kasus Perkara Nomor: 69/PID.B/2017/PN BLK 
Pada Pengadilan Negeri Klas I B Bulukumba 
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana pembunuhan oleh istri 
terhadap suami akibat tidak diberi nafkah studi kasus pengadilan negeri klas I B 
bulukumba, pokok masalah tersebut dibagi kedalam beberapa sub masalah atau 
pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku 
tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh istri terhadap suami akibat 
tidak diberi nafkah perpektif hukum pidana islam? 2) Bagaimana pertimbangan 
hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang 
dilakukan oleh istri terhadap suami akibat tidak diberi nafkah? 
 
Jenis penelitian field research, bersifat Kualitatif dengan pendekatan 
penelitian yang digunakan yuridis normatif, adapun sumber data penelitian ini 
bersumber dari bahan primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 
Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi wawancara 
dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan baik secara primer 
maupun secara sekunder, lalu kemudian tehnik pengolahan dan analisa data yang 
dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: menjelaskan, menguraikan dan 
menggambarkan. 
Hasil penelitian ini menunjukan pertanggungjawaban pidana pada kasus 
Nomor 69/Pid.B/2017/PN Blk, bahwa terdakwa bisa di mintai pertanggung jawaban 
pidana dan memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana. Putusan yang dijatuhkan 
kepada pelaku dalam kasus ini sudah sesuai dengan konsep dan teori hukum pidana 
dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan Putusan dalam 
Perkara Putusan Nomor : 69/PID.B/2017/PN BLK diputuskannya oleh Majelis 
Hakim dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan 2 pasal terhadap 
terdakwa yaitu: Pasal 338 KUHP dan Pasal 44 ayat 3 UU NO.23 Tahun 2004, 
Tentang penghapusan kekerasan rumah tangga, namun hakim menjatuhkan hukuman 
terdakwa yaitu 11 tahun penjara. 
 Implikasi dari penelitian ini diharapkan kepada segenap aparat hukum dan 
pemerintah sekitar  agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat seperti penyuluhan 
Agama (tentang hak dan kewajiban suami-istri) dan penyuluhan Hukum, sehingga 
setiap lapisan masyarakat bisa sadar akan keberadaan hukum dan menjadikan norma 
Agama dan Hukum sebagai landasan dalam bersikap sehingga terciptanya ketertiban 
dalam masyarakat umumnya khususnya kepada lingkup rumah tangga. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat berat dan cukup mendapat 
perhatian di dalam kalangan masyarakat. Berita di surat kabar, majalah dan surat 
kabar online sudah mulai sering memberitakan terjadinya pembunuhan. Tindak 
pidana pembunuhan dikenal dari zaman ke zaman dan karena bermacam-macam 
faktor. Zaman modern ini tindak pidana pembunuhan malah makin marak terjadi. 
Tindak pidana pembunuhan berdasarkan sejarah sudah ada sejak dulu, atau dapat 
dikatakan sebagai kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan 
kebudayaan manusia itu sendiri. 
Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja 
maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain perbedaan cara melakukan perbuatan 
tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukumnya, ketika perbuatan 
tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun di rencanakan 
terlebih dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidananya akan lebih berat 
dibandikan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur 
pemberatan yaitu di rencanakan terlebih dahulu. Pembunuhan berencana sesuai Pasal 
340 KUHP adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi 
dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. 
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Di rencanakan lebih dahulu (voorbedachte rade) sama dengan antara timbul 
maksud untuk membunuh dengan pelaksanaanya itu masih ada tempo bagi si 
pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah 
pembunuhan itu akan dilakukan. Perbedaan antara pembunuh dan pembunuhan 
direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 itu 
dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pembunuhan berencana 
pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara 
mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. 
Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan 
pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih bisa berfikir, apakah 
pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencana dengan cara 
bagaimana ia melakukan pembunuhan itu. Perbedaan lain terletak dalam apa yang 
terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang 
(kondisi pelaku). 
Pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang 
bagi pelaku, namun dalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk 
menmghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaanya merupakan suatu kesatuan, 
sedangakan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh 
suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang pelaksanaannya.  
Juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaanya. 
Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan 
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mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa 
nafsunya dan dibawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan, sehingga dalam 
pelaksanaannya pelaku akan lebih mudah membunuh korban.
1
 
Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 
tiga unsur/syarat: 
1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang. 
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan 
pelaksanaan kehendak. 
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.2 
Tindak pidana kisas diat adalah tindak pidana yang berkaitan dengan 
pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu membunuh atau 
melukai tubuh seseorang. Jarimah kisas diat ini hukumannya bersifat terbatas, tidak 
memiliki batas terendah dan tertinggi, sebagaimana yang berlaku pada jarimah 
hudud. Di samping itu jarimah ini merupakan hak perseorangan. 
Secara bahasa kisas merupakan kata turunan dari qashsha-yaqushshu-
qashshan wa qashashan yang berarti menggunting, mendekati, menceritakan, 
mengikuti (jejaknya), dan membalas. Kisas berasal dari kata qashsha yang berarti 
memotong juga berasal dari kata aqtashsha yang berarti mengikuti, yakni mengikuti 
                                                                   
1
http://alexanderizki.blogspot.com/2011/03/analisis-pidana-atas-pembunuhan-pokok.html 
(Diakses tanggal 7 september 2017) 
2
http://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan_berencana (Diakses tanggal 7 september 2017) 
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perbuatan dilakukan oleh pelaku untuk pembalasan dengan jenis dan ukuran yang 
sama dari tindak pidana itu.
3
 Sedangkan secara istilah al-Jurjani yaitu mengenakan 
sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang 
dilakukan oleh pelaku tersebut terhadap korban.
4
 Dalam buku al-Mu‟jam al-Wasit, 
menyebutkan kisas yang di maksud adalah menjatuhkan hukuman hukum pelaku 
tindak pidana mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa, 
anggota tubuh dengan anggota tubuh.
5
 
Sebagaimana dalam ketentuan hukum mengenai kisas jiwa yakni hukum 
bunuh untuk tindak pidana pembunuhan yang terdapat dalam al-Qur‟an. QS al-
Baqarah/2:178. 
                                 
                                    
                          
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan 
dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, 
hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang 
mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) 
                                                                   
3
Haliman, Hukum Pidana Syari’at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah (Jakarta: Bulan 
Bintang, 1970), h. 275 dalam buku Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam 1 (Cet. 1; Makassar: 
Alauddin University Press, 2014), h. 105. 
4
Ali bin Muhammad al-Jurjani, Kitab at-Takrifat (Jakarta: Dar al-Hikmah, t.th), h. 176 dalam 
buku, Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam 1, h. 105. 
5
Ibrahim Anis, dkk., al-Mu’jam al-Wasit (Mesir: Majma‟ al-Lughah al-Arabiyyah, 1972), h, 
740 dalam buku, Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam 1, h. 106. 
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mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) 
membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). 
yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu 
rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa 
yang sangat pedih.
6
 
Ketentuan hukum kisas mengenai jiwa berlaku bagi kejahatan pembunuhan 
sengaja, sedangakan ketentuan hukum mengenai kisas anggota badan berlaku bagi 
kejahatan atau delik pelukaan atau pemotongan anggota badan dengan sengaja. 
Adapun macam-macam tindak pidana kisas 
a. Pembunuhan yang disengaja (al-qatl ‘amdi) 
b. Pembunhan yang menyerupai disengaja (al-qatlul syaiblul ‘amdi) 
c. Pembunhan tersalah (al-qatlul khatha‟) 
d. Penganiayaan yang disengaja (al-jinayah „ala ma dunan nafsi „amdi) 
e. Penganiayaan tersalah (al-jinayah „ala ma dunan nafsi khata‟)7 
Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum 
larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang 
siapa yang melanggar larangan tersebut.
8
 Dampak dari suatu kejahatan /pelanggaran 
adalah pertanggung jawaban pidana, adapun definisi dari pertanggung jawaban 
pidana adalah suatu yang dipertanggung jawabkan secara pidana terhadap seseorang 
                                                                   
6
Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-qur’an Terjemah dan Tajwid (Cet. 1; Jawa Barat: 
Sygma,  2014), h. 43. 
7
Hamzah hasan, Hukum pidana Islam 1, h. 108. 
8
Roeslan Saleh, Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana (Jakarta: Askara Baru, 1981), h. 
80. 
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yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.
9
 Manusia mempunyai hak 
untuk hidup bahkan pelaku tindak pidana pembunuhan, pun mempunyai hak untuk 
hidup. Sanksi terberat pada kejahatan pembunuhan di Indonesia adalah hukuman mati 
terhadap pelaku pembunuhan. Terlebih jelas ada suatu perlindungan hukum yang 
diberikan oleh negara untuk melindungi hak untuk hidup, akan tetapi pada pelaku 
tindak pidana pembunuhan kebanyakan hanya di kukum lebih ringan dari ancaman 
hukuman yang berlaku di negara kita ini. 
Hukuman yang pantas untuk pelaku tindak pidana pembunuhan berencana 
yaitu hukuman mati, sanksi terberat yang berlaku dalam suatu peraturan. Ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) mengatur salah satunya tentang tindak pidana pembunuhan ini yang 
teruang pada pasal 338 sampai dengan pasal 350. Ancaman terberat pada tindak 
pidana kejahatan terhadap nyawa adalah pembunuhan berencana yang tercantum pada 
pasal 340 KUHP yang menyatakan: 
“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas 
nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan 
pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling 
lama dua puluh tahun‟‟10 
Ketika merujuk pada pasal ini jelas ancaman hukuman makximal nya adalah 
hukuman mati dan paling rendah yaitu selama waktu tertentu, paling lama dua puluh 
tahun, namun pada kenyataa nya hal tersebut tidak terealisasi sebagai mana 
                                                                   
9
Roeslan Saleh, Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana, h. 75. 
10
R.Soernarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP (Cet.16; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2012), h. 210. 
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aturannya. Tindak pidana pembunuhan berencana, termasuk pula dalam masalah 
hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Salah satunya adalah 
tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan pisau dapur oleh seorang istri 
kepada suami  yang dilakukan terdakwa Widya Astuti binti Mustamin selanjutnya 
disebut sebagai terdakwa, pada Tanggal 26 November 2016 atau setidak-tidaknya 
pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November Tahun 2016, bertempat 
dijalan Dato Tiro, Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten 
Bulukumba, Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkaranya, telah 
melakukan perbuatan “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih 
dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, 
dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dan selama waktu tertentu 
paling lama dua puluh tahun”. 
Perbuatan ini dilakukannya kepada korban Muh Ilyas bin Musakkir. 
Perbuatan ini dilakukan oleh terdakwa kepada korban dengan cara saling berebut 
pisau dapur tersebut secara tidak sengaja mengenai perut korban, hal ini terjadi 
karena ada perselisihan antara terdakwa dan korban sebelum kejadian penikaman itu 
terjadi akibat tidak diberi nafkah. 
Jaksa penuntut umum mendakwakan terdakwa dengan dakwan subsidairitas, 
yaitu dakwaan primer: Pasal 340 KUHP “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan 
rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan 
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dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dan selama 
waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”, dakwaan subsidair: Pasal 338 KUHP  
“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena 
pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.  
Jaksa menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (Dua belas) tahun 
penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan 
dengan perintah terdakwa tetap ditahan kemudian membayar restitusi yang di ajukan 
sebanyak 2.000 rupiah. Hakim menjatuhkan sanksi pidana lebih ringan kepada 
terdakwa dibandingkan dengan tuntutan jaksa yaitu pidana penjara selama 11 
(sebelas) tahun.   
Putusan hakim ini jauh lebih rendah dari  tuntutan yang diajukan oleh jaksa 
penuntut umum sedangkan pelaku pembunuhan berencana ini adalah seorang Istri 
(Ibu Rumah Tangga) yang menghormati suami dalam lingkup rumah tangga.  
Bardasarkan latar belakang, peneliti memilih judul ini berkeinginan untuk 
mengetahui pokok dari permasalah yang terjadi pada kasus perkara Nomor: 
69/PID.B/2017/PN BLK yang belum pernah terjadi di kabupaten bulukumba dan 
tentang bagaimana peranan Pengadilan Negeri Kelas IB Bulukumba dalam 
menyelesaikan permasalahan tentang tindak pidana pembunuhan dalam hal ini 
berkaitan dengan judul: PEMBUNUHAN OLEH ISTRI TERHADAP SUAMI 
AKIBAT TIDAK DIBERI NAFKAH (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI 
KELAS I B BULUKUMBA) 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
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1. Fokus penelitian 
a. Pembunuhan oleh istri terhadap suami 
b. Akibat tidak diberi nafkah 
2. Deskripsi fokus 
Adapun judul skripsi ini adalah : “Pembunuhan oleh istri terhadap suami 
akibat tidak diberi nafkah”,  dapat diberikan pengertian sebagai berikut : agar tidak 
terjadi kesimpangsiuran dalam mendefinisikan dan memahami penelitian ini, maka 
penulis akan mendeskripsikan pengertian dari beberapa variabel yang dianggap 
penting. 
a. Tindak Pidana Pembunuhan adalah tindak pidana yang dianggap sebagai delik 
materil bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya 
akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang dan 
sebagai perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. 
b. Istri adalah salah seorang pelaku penikahan yang berjenis kelamin wanita, dan 
seorang wanita biasanya menikah dengan seorang pria dalam suatu upacara 
pernikahan sebelum diresmikan status sebagai seorang istri dan pasangannya 
sebagai seorang suami. 
c. Suami adalah pasangan hidup istri (Ayah dari anak-anak), suami merupakan 
suatu tanggung jawab yang penuh dalam suatu keluarga tersebut dan suami 
mempunyai peranan yang penting, dimana suami sangat dituntut bukan hanya 
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sebagi pencari nafkah akan tetapi suami sebagai motivator dalam berbagai 
kebijakan yang akan di putuskan termasuk merencanakan keluarga. 
d. Nafkah adalah tanggung jawab utama seorang suami dan hak utama istrinya. 
Apabila diberikan kepada istri dengan lapang dada, tanpa sedikitpun unsur 
kikir, merupakan kontribusi utama yang dapat mendatangkan kesimbangan dan 
kebahagiaan rumah tangga. 
 
 
C. Rumusan masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalahnya adalah 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan 
berencana yang dilakukan oleh istri terhadap suami akibat tidak diberi nafkah 
perpektif hukum pidana Islam? 
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak 
pidana pembunuhan yang dilakukan oleh istri terhadap suami akibat tidak 
diberi nafkah? 
D. Kajian Pustaka 
Dalam kajian ini penulis berusaha untuk menghindari plagiasi, sehingga 
memiliki sifat mandiri dalam memecahkan segala permasalahan yang ada. Selain itu, 
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menjadikan kita sebagai pribadi yang terlatih  dan selalu berfikir maju kedepan 
dengan berbagai usaha yang dilakukan. Pada kajian pustaka ini, juga akan mengakaji 
literatur bacaan yang dijadikan referensi. 
Adapun judul yang menjadi fokus penelitian adalah : 
1. Hamzah Hasan dalam bukunya “Hukum Pidana Islam 1 2014” menyatakan 
bahwa tindakan pembunuhan adalah suatu perbuatan jahat yang sangat 
dimurkai Allah dan merupakan dosa besar yang menyebabkan hilangnya nyawa 
manusia. Dalam buku ini lebih menjelaskan tindak pidana menurut Islam dan 
memiliki banyak kaitanya dengan skripsi penulis. 
2. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya “Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia 
2012” menyatakan bahwa pembunuhan pada pasal 338 dirumuskan sebagai 
dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yang diancam dengan 
maksimum hukuman lima belas tahun penjara. Dalam buku Ini lebih 
menjelaskan tentang pengertian dari pasal-pasal dan penjatuhan hukuman yang 
mengenai tindak pidana pembunuhan tetapi buku ini tidak terlalu menjelaskan 
pengertian-pengertian yang bersifat umum dan lebih mejelaskan tindak pidana 
tertentu. 
3. Ahmad Tholabi Kharlie dalam bukunya “Hukum Keluarga Indonesia 2013” 
menyatakan bahwa perkawinan merupakan lembaga sosial yang menghasilkan 
konsekuensi hukum, terkait dengan hak dan kewajiban suami dan istri. Dimana 
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buku ini lebih mejelaskan hal-hal konsep dan definisi tentang relasi suami istri 
dalam keluarga dan menjadi pendukung referensi skripsi penulis. 
4. Moerti Hadiati Soeroso dalam bukunya “ Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
2010” menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu 
bentuk perbuatan yang dianggap baru dan merupakan organisasi terkecil dalam 
masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan, dimana dalam 
buku ini peneliti mengambil kesimpulan agar lebih bisa mengetahui perlakuan 
istri terhadap suaminya karena seperti kita ketahui jarang sekali istri yang 
melakukan KDRT terhadap suami. 
Peneliti terdahulu dapat menyimpulkan  bahwa tindak pidana pembunuhan 
adalah suatu perbuatan jahat yang sangat dimurkai Allah dan merupakan dosa besar 
yang menyebabkan hilangnya nyawa manusia. Pembunuhan yang terdapat dalam 
pasal 338 dirumuskan sebagai dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yang 
diancam dengan maksimun hukuman lima belas tahun penjara, serta dalam ringkup 
rumah tangga merupakan suatu bentuk perbuatan yang di anggap baru dan merupakan 
organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan 
perkawinan. Sedangkan peneliti sekarang hanya bisa menyimpulkan setiap duduk 
perkara yang terdapat dalam buku ini dikarenakan peneliti yang baru ini lebih 
berdominan khusus terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh istri terhadap 
suami. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
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Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan dari 
penulisan skripsi ini adalah: 
1. Tujuan penelitian 
a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan oleh 
istri terhadap suami akibat tidak diberi nafkah. 
b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 
tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh istri terhadap suami akibat 
tidak diberi nafkah 
2. Kegunaan penelitian 
a. Dalam hasil Skripsi ini dapat di harapkan membantu untuk berkontribusi 
dalam penyelesaian masalah tentang pembunuhan oleh istri terhadap suami 
akibat tidak diberi nafkah di Kabupaten Bulukumba. 
b. Dalam hasil Skripsi ini dapat menjadi referensi atau penambahan wawasan 
dan menjadi solusi bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku 
pembunuhan oleh istri terhadap suami akibat tidak diberi nafkah di 
Kabupaten Bulukumba. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
A. Tindak Pidana Pembunuhan 
1. Pengertian tindak pidana pembunuhan 
 Para ahli hukum tidak memberikan pengertian atau defenisi tentang apa yang 
dimaksud dengan pembunuhan, akan tetapi banyak yang menggolongkan 
pembunuhan itu kedalam kejahatan terhadap nyawa (jiwa) orang lain. 
 Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk 
menghilangkan nyawa orang lain itu, seseoarang pelaku harus melakukan sesuatu 
atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain 
dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa 
meninggalnya orang lain tersebut.
1
 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan 
 Mengenai pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang bunyinya antara 
lain sebagai berikut: “barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang 
dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama-
lamnya lima belas tahun .”2 
 Dengan melihat rumusan pasal diatas kita dapat melihat unsur-unsur tindak 
pidana pembunuhan yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut:  
 
 
                                                                   
1
P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan 
(Cet. Kedua; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 1. 
2
R, Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Bogor: Politea, 1995), h. 240. 
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a. Unsur subyektif dengan sengaja 
 Pengertian dengan sengaja tidak terdapat dalam KUHP jadi harus dicari dalam 
karangan-karangan ahli hukum pidana, mengetahui unsur-unsur sengaja dalam tindak 
pidana pembunuhan sangat penting karena bisa saja terjadi kematian orang lain, 
sedangkan kematian itu tidak sengaja atau tidak dikehendaki oleh si pelaku. 
 Secara umum Zainal Abidin Farid  menjelaskan bahwa secara umum sarjana 
hukum telah menerima tiga bentuk sengaja, yakni: 
1) Sengaja sebagai niat 
2) Sengaja insaf akan kepastian 
3) Sengaja insaf akan kemungkinan.3 
Menurut Anwar mengenai unsur sengaja sebagai niat, yaitu:
4
 Hilangnya 
nyawa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan 
dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang, timbulnya 
akibat hilangnya nyawa seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan tujuan atau 
maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan, jadi dengan sengaja berarti 
mempunyai maksud atau niat atau tujuan  untuk menghilangkan jiwa seseorang. 
 Sedangkan Prdjodikoro berpendapat sengaja insaf akan, sebagai berikut:
5
 
Kesengajaan semacam ini ada apabila sipelaku, dengan perbuatannya itu bertujuan 
untuk mencapai akibat yang akan menjadi dasar dari tindak pidana, kecuali ia tahu 
benar, bahwa akibat itu mengikuti perbauatan itu. 
                                                                   
3
Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1 (Cet. Kedua; Jakarta: Sinar Grafika, 2007),  h. 262. 
4
Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) (Bandung: Cipta Adya Bakti, 1994), 
h. 89. 
5
Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia (Bandung:  Aditama, 
2003), h. 63. 
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 Selanjutnya Lamintang mengemukakan sengaja insaf akan kemungkinan, 
sebagai berikut:
6
 Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu 
untuk menimbulkan suatu akibat, yang dilarang oleh undangundang telah menyadari 
kemungkinan akan timbul suatu akibat lain dari pada akibat yang memang ia 
kehendaki. 
b. Unsur Obyektif 
1) Perbuatan: menghilangkan nyawa 
 Menghilangkan nyawa orang lain hal ini menunjukan bahwa kejahatan 
pembunuhan itu telah menunjukan akibat yang terlarang atau tidak, apabila karena 
(misalnya: membacok) belum minimbulakan akibat hilangnya nyawa orang lain, 
kejadian ini baru merupakan percobaan pembunuhan (Pasal 338 jo Pasal 53), dan 
belum atau bukan merupakan pembunuhan secara sempurna sebagaimana 
dimaksudkan Pasal 338. 
 Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang 
harus dipenuhi, yaitu: 
a) Adanya wujud perbuatan. 
b) Adanya suatu kematian (orang lain) 
c) Adanya hubungan sebab dan akibat (causal Verband) antara perbuatan dan 
akibat kematian (orang lain).
7
 
 
                                                                   
6
Laden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana. (Cet. Ketuju; Jakarta: Sinar Grafika, 
2012), h. 18. 
7
Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), 
h. 57. 
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2) Menurut Wahyu Adnan, mengemukakan bahwa:8 
 Untuk memenuhi unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada perbuatan 
walaupun perbuatan tersebut, yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. 
Akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu terjadi secepat mungkin akan tetapi dapat 
timbul kemudian. 
3.  Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan 
 Dari ketentuan-ketentuan mengenai pidana tentang kejahatan kejahatan yang 
ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana dimaksudkan di atas, kita juga dapat 
mengetahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud membuat pembedaan 
antara berbagai kejahatan yang dilakukan orang terhadap nyawa orang dengan 
memberikan kejahatan tersebut dalam lima jenis kejahatan yang ditujukan tehadap 
nyawa orang masing-masing sebagai berikut:
9
 
a. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam 
pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk undang-undang 
selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa 
orang yang tidak direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama doodslag 
dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan 
terlebih dahulu yang telah disebut moord. Doodslag diatur dalam Pasal 338 
KUHP sedang moord di atur dalam Pasal 340 KUHP. 
b. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru 
dilahirkan oleh ibunya sendiri. Tentang kejahatan ini selanjutnya pembentuk 
                                                                   
8
Wahyu Adnan, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa (Bandung: Gunung Aksara, 2007), h. 
45. 
9
Wahyu Adnan, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, h. 11-13; 
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undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan 
menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya yang 
dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama 
kinderdoodslag dengan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak 
yang baru dilahirkan ibunya sendiri dengan direncanakan terlebih dahulu yang 
telah disebut kindermoord. Jenis kejahatan yang terlabih dahulu itu oleh 
pembentuk undang-undang disebut kinderDoodslag dalam Pasal 341 KUHP 
dan adapun jenis kejahatan yang disebut kemudian adalah kindmoord diatur 
dalam Pasal 342 KUHP. 
c. Kejahatan berupa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang 
bersifat tegas dan bersunguh-sungguh dari orang itu sendiri, yakni sebagaimana 
diatur dalam Pasal 344 KUHP. 
d. Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri 
atau membantu orang lain melakukan bunuh diri sebagaimana yang telah diatur 
dalam Pasal 345 KUHP. 
e. Kejahatan berupa kesengajaan menggurkan kandungan seorang wanita atau 
menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia. 
Pengguguran kandungan itu yang oleh pembuat undang-undang telah disebut 
dengan kata afdrijving. Mengenai kejahatan ini selanjutnya pembuat undang-
undang masih membuat perbedaan antara beberapa jenis afdrijving  yang di 
pandangnya dapat terjadi dalam praktik, masing-masing yaitu: 
1) Kesengajaan menggugukan kandungan dilakukan orang atas permintaan 
wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 346 KUHP. 
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2) Kesengajaan menggugurkan kandungan orang tanpa mendapat izin dahulu 
dari wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 347 
KUHP 
3) Kesengajaan menggurkan kandungan yang dilakukan orang dengan 
mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang diatur 
dalam Pasal 348 KUHP. 
4) Kesengajaan menggugurkan kandungan seorng wanita yang pelaksanaannya 
telah dibantu oleh seorang dokter, seorang bidan, atau seorang permu obat-
obatan, yakni seperti yang diatur dalam Pasal 349 KUHP.
10
 
1. Pembunuhan Berencana 
Pembunuhan dengan rencana dulu atau disingkat dengan pembunuhan 
berencana adalah pembunhan yang paling berat ancaman pidananya dari segala 
bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 yang rumusannya 
adalah: 
Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan 
nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati 
atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.
11
 
a. Unsur Subyektif 
1) Dengan sengaja 
2) Dan dengan rencana terlebih dahulu 
b. Unsur objektif 
1) Perbuatan: menghilangkan jawa 
                                                                   
10
P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang, Kaejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, 
h. 11-13; 
11
R, Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, h. 240. 
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2) Objektif: Nyawa orang lain 
B. Kekerasan dalam rumah tangga 
1. Pengertian Kekerasan 
 Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk perbuatan yang baru. 
Meskipun pada dasarnya bentuk-bentuk kekersan ini dapat ditemui dan terkait pada 
bentuk perbuatan pidana tertentu, seperti pembunuhan, penganiayaan, perkosaan dan 
pencurian. Mula-mula pengertian kekerasan dapat kita jumpai pada pasal 89 Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:  
“Membuat orang pingsan atau tidak berdaya di samakan dengan 
menggunakan kekerasan”.12 
2. Rumah Tangga  
 Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan bahwa keutuhan 
dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, dan damai merupakan dambaan 
setiap orang dlam rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan 
tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama 
kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah 
tangga terebut. 
a. Menurut Departemen Kesehatan RI, keluarga adalah unit terkecil dari 
masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang 
berkumpul dan tinggal di tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling 
                                                                   
12
Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan dalam Rumah Tangga (Cet.Ketiga; Jakarta:Sinar Grafik, 
2012), h. 58. 
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ketergantungan.
13
 Rumah tangga adalah pangkal tindakan ekonomi, segala 
kegiatan dalam rumah tangga lebih dipusatkan pada pemuasan kebutuhan 
anggota keluarga, baik kebutuhan saat ini maupun kebutuhan masa depan. 
Dengan kata lain, rumah tangga bertindak menurut prinsip ekonomi.
14
 
b. Menurut Rika Saraswati, dan kerukunan rumah tangga dapat tergantung jika 
kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirinya 
dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidaksamaan 
atau ketidkadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumh tangga 
terebut. Pengertian rumah tangga adalah sekelompok orang yang tinggal 
dalam satu rumah atau mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau 
sensus dan mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu. 
c. Menurut Purniati, rumah tangga dapat diartikan sebagai semua orang yang 
tinggal bersama di satu tempat kediaman. Rumah Tangga adalah suatu unit 
sosial yang berorientasi pada tugas, unit ini lebih besar dari individu tetapi 
lebih kecil dari pada ketetanggaan atau komunitas. 
d. Menurut Ensiklopedia Nasional jilid ke-14, yang dimaksud dengan “rumah” 
adalah tempat tinggal atau bangunan untuk tinggal manusia. Kata ini 
melingkup segala bentuk tempat tinggal manusia dari istana smpai pondok 
                                                                   
  
13
http://id.shovong.com/writing-and-speaking/2104939-pengertian-keluarga-menurut-
paraahli/#ixzz2inQNNp1S.(Diakses Tanggal 05 November 2017) 
14
http://matakristal.com/pengertian-rumah-tangga-konsumsi (Diakses Tanggal 05 November 
2017) 
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yang paling sederhana. Sementara rumah tangga memiliki pengertian tempat 
tinggal beserta penghuninya dan apa-apa yang ada didalamnya.
15
 
3. Ruang Lingkup Rumah Tangga 
Menurut Pasal 2 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga, disebutkan: 
a. Lingkup rumah tangga meliputi: 
1) Suami, istri, dan anak  
Suami adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (istri), 
istri adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau bersuami
16
 dan anak adalah 
seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang 
laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita 
meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.
17
 
2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang yang 
dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, 
pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga. 
3) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah 
tangga tersebut. 
                                                                   
 
15
http://islamposting.wordpress.com/2012/03/11/pengertian-dan-konsekuensi-rumah-
tannggaislami.(Diakses Tanggal 05 November 2017) 
16
http://artikata.com/arti-352152-suami.html. (Diakses Tanggal 05 November 2017)  
17
http://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/ (Diakses Tanggal 05 November 2017) 
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b. Orang yang bekerja dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka 
waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. 
Dalam Rancangan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
yang diusulkan oleh DPR-RI, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan lingkup 
rumah tangga adalah: 
1) Pasangan atau mantan pasangan di dalam maupun diluar perkawinan. 
2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarrga karena darah, 
perkawinan, adopsi dan hubungan adat dan atau agama. 
3) Orang yang bekerja membantu kehidupan kehidupan rumah tangga orang 
lain yang menetap atau tidak disebuah rumah tangga. 
4) Orang yang masih tinggal dan atau pernah tinggal bersama. 
4. Jenis-jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga 
Dalam Undang-Undang PKDRT, istilah “tindak pidana” juga digunakan 
untuk menyebut perbuatan yang melanggar larangan undang-undang tersebut, 
meskipun dalam tataran empirik istilah “Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah 
Tangga” kurang dikenal, karena istilah yang memasyarakat untuk menyebut hal 
tersebut adalah “kekerasan dalam rumah tangga” (KDRT), hal ini terutama karena 
judul UU PKDRT juga mencantumkan frasa “tindak pidana” di depan “kekerasan 
dalam rumah tangga”, jadi terlihat UU PKDRT penekanannya pada “penghapusan 
KDRT secara umum” bukan semata penghapusan pada “tindak pidana KDRTnya”.18 
                                                                   
18
Guse Prayudi, Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
(Yogyakarta: Merkid Press, 2012), h. 8. 
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Pengertian tindak pidana KDRT terdapat dalam Pasal 1 angka 1 dalam UU 
PKDRT yang penyebutannya adalah “kekerasan dalam rumah tangga” adalah setiap 
perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya keseng-
saraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah 
tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan 
kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. 
Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap 
orang dalam lingkup rumah tangganya. Kekerasan yang terjadi di dalam rumah 
tangga, menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, meliputi: 
a. Kekerasan Fisik 
Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit 
atau luka berat (Pasal 6). 
b. Kekerasan Psikis 
Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya 
rasa percaya diri, hilangnya untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/attau penderitaan 
psikis berat pada seseorang (Pasal 7) 
c. Kekerasan Seksual, meliputi: 
1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang 
menetap dalam lingkup rumah tangga terebut. 
2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam ingkup 
rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan 
tertentu (Pasal 8). 
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d. Penelantaran Rumah Tangga, meliputi: 
1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah 
tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena 
persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, 
atau pemeliharaan kepada orang tersebut. 
2) Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan 
ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk 
bekerja yang layak di dalam atau di luar sehingga korban berada di bawah 
kendali orang tersebut (Pasal 9). 
5. Sanksi Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga 
Segala sesuatu perbuatan yang menyalahi aturan maka akan ada sanksi yang 
mengikutinya, demikian pula jika suatu tindakan atau perbuatan tersebut adalah 
tindak pidana maka sanksi yang akan mengikutinya adalah sanksi pidana. Sanksi 
pidana kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan dalam Pasal 44 Ayat (1)Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga adalah: 
“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup 
rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dengan atau denda paling banyak 
Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)” 
Dalam tataran normatif empirik, bagaimana cara untuk mewujudkan 
keseimbangan antara menindak pelaku kekrasan dalam rumah tangga disatu sisi dan 
memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera disisi lain. UU 
PKDRT terlihat mengimplementasikan “keseimbangan” tersebut dengan membuat 
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rumusan tindak pidana ringan jika yang melakukannya adalah suami terhadap atau 
sebaliknya yakni terdapat dalam : 
a. Pasal 44 Ayat (4)  UU PKDRT, dimana jika terjadi Kekerasan fisik yang 
dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak 
menimbulkan penyakit atau halangan maka hal ini dijadikan alas an untuk 
meringankan tindak pidana tersebut, yang berbeda dengan KUHP, 
penganiayaan yang dilakukan oleh isteri terhadap atau sebliknya merupakan 
pemidanaan berat. 
b. Pasal 45 Ayat (2) UU PKDRT, “ Dalam hal kekerasan psikis dilakukan oleh 
suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak mennimbulan penyakit atau 
halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau 
kegiatan sehari-hari, maka hal ini dijadikan untuk meringankan tindak 
pidana tersebut. 
C. Faktor Pendorong Dan Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan dalam Rumah 
Tangga 
1. Faktor pendorong terjadinya tindak kekerasaan dalam rumah tangga 
Menurut Sutherland and Cressey. Kriminologi adalah himpunan pengetahuan 
mengenai kejahatan sebagai gejala masyarakat. Yang termasuk dalam ruang 
lingkupnya adalah proses pembuatan perundang-undangan, pelanggaran perundang-
undangan dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran tersebut. 
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Selanjutnya disebutkan bahwa kriminologi terdiri atas 3 bagian utama, yaitu: 
a. Ilmu kemasyarakatan dari hukum atau pemasyarakatan hukum (the 
sociology of law), yaitu usaha penganalisaan keadaan secara ilmiah yang 
akan turut memperkembangkan hukum pidana, 
b. Etiologi kriminil, yaitu penelitian secara ilmiah mengenai sebab-sebab dari 
kejahatan,dan 
c. Pemberantasan atau pencegahan kejahatan (control of crime) 
Pada pembahasan ini kita fokuskan pada etiologi kriminil yang berarti 
mempelajari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan yang terbagi dalam 3 mazhab 
yaitu:
19
 
a. Mazhab Anthropologis atau Mazhab Biologis atau Mazhab Italia 
b. Mazhab Sosiologis atau Mazhab Prancis 
c. Mazhab Biolososiologis atau Mazhab Gabungan atau Mazhab convergentie 
Ketiga mazhab tersebut termasuk ajaran determinisme, yaitu kehendak 
manusia itu, sudah ditentukan terlebih dahulu, dan Peletakan dasar mazhab yaitu: 
1) Mazhab Anthropologis adalah Casare Lombroso yang menyatakan bahwa 
sebab-sebab timbulnya kejahatan adalah karena penyebab dalam, yang 
bersumber pada bentu-bentuk jasmaniah, watak, dan rohani seseorang. 
                                                                   
19
Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan dalam Rumah Tangga (Cet. Ketiga; Jakarta: Sinar 
Grafika, 2012), h. 74. 
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2) Mazhab Sosiologis adalah Manouvrier dan Lacassange yang menyatakan 
bahwa faktor penyebab utama dari kejahatan adalah tingkatan penjahat dan 
lingkungannya yang tidak menguntungkan. 
3) Mazhab Biososiologis adalah Manouvrier dan Lacassagne yang menyatakan 
bahwa menggunakan theorie convergentie (gabungan) sebagai penyebab 
kejahatan. 
4) Tokoh Mazhab ini adalah Ferry dan Van Bemmelen, menurut ajaran ini 
timbulnya berbagai bentuk kejahatan dipengaruhi oleh sederetan faktor-
faktor, dimana watak dan lingkungan seseorang banyak berperan. 
Faktor-faktor tersebut antara lain adalah: sifat, bakat, watak, intelek, 
pendidikan, dan pengajaran, suku bangsa, seks, umur, kebangsaan, agama, ideology 
pekerja, keadaan ekonomi, dan keluarga. Kejadian demi kejadian periode demi 
periode, ketentuan-ketentuan relative dari watak dan lingkungan silih berganti atau 
bersamaan berpengaruh terhadap seseorang. 
Demikian faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dapat 
disebabkan oleh adanya berbagai faktor tersebut. Artinya dapat dipengaruhi oleh 
faktor dari luar atau lingkungan, tetapi dapat juga dipicu karena adanya faktor dari 
dalam diri pelaku sendiri.
20
 Hal ini dapat diperoleh dari kasus-kasus yang pernah 
terjadi dan ditangani oleh lembaga-lembaga bantuan hukum.
21
 
                                                                   
20
Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan dalam Rumah Tangga, h. 75. 
21
Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan dalam Rumah Tangga, h. 76. 
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Selain hal-hal tidak kekerasan dapat juga terjadi karena adanya beberapa 
faktor pemicu/pendorong yang diperoleh dari hasil penelitian yan penulis lakuakan 
pada tahun 1999. 
Faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan akan dijelaskan secara 
terperinci sebagi berikut: 
1. Masalah Keuangan 
Uang seringkali dapat menjadi pemicu timbulnya perselisihan diantara suami 
dan istri. Gaji tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan, 
sering menimbulkan pertengkaran, apalagi kalau pencari nafkah yang utama adalah 
suami. 
2. Cemburu 
Kecemburuan dapat juaga merupakan salah satu timbulnya kesalahapahaman, 
perselisihan bahkan kekerasan.
22
 
3. Masalah Anak 
Salah satu pemicu terjadinya persilisihan antara suami dan istri adalah 
masalah anak. Perselisihan dapa semaki meruncing kalau terdapat perbedaan pola 
pendidikan terhadap anak antara suami dan istri. Hal ini dapat berlaku baik terhadap 
anak kandung maupun anak tiri atau anak asuh. 
4. Masalah Orang Tua 
Orang tua dari pihak suami maupun istri dapat menjadi pemicu pertengkaran 
dam menyebabkan keretakan hubungan diantara suami istri. 
                                                                   
22
Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan dalam Rumah Tangga, h. 77. 
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5. Masalah Saudara 
Seperti halnya orang tua, saudara yang tinggal dalam satu atap maupun tidak, 
dapat memicu keretakan hubungan dalam rumah tangga dan hubungan suami istri. 
Campur tangga dari saudara dalam kehidupan rumah tangga, perselingkuhan antara 
suami dengan saudara istri, menyebabkan terjadinya jurang pemisah atau 
menimbulkan semacam jarak antara suami dan istri. 
6. Masalah Sopan Santun 
Sopan santun seharusnya tetap dipelihara meskipun suami dan istri sudah 
bertahun-tahun menikah. Suami istri berasal dari keluarga dengan latar belakang yang 
berbeda. Untuk itu perlu adanya upaya saling menyesuaikan diri, terutama dengan 
kebiasaan-kebiasaan yang
23
 dibawa dari keluarga masing-masing. Kebiasaan lama 
yang mungkin tidak berkenan dihati masing-masing pasangan, harus dihilangkan. 
Antara suami dan istri harus saling menghormati dan saling penuh penertian. Kalau 
hal ini diabaikan akibatnya dapat memicu kesalah pahaman yang memicu 
pertengkaran dan kekerasan psikis. Ada kemungkinan juga berakhir dengan 
kekerasan fisik. 
 
 
7. Masalah Masa Lalu 
Seharusnya sebelum melangsungkan pernikahan antara calon suami dan istri 
harus terbuka, masing-masing menceritakan atau memberitahukan masa lalunya. 
                                                                   
23
Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan dalam Rumah Tangga, h. 78. 
31 
 
 
 
Keterbukaan ini merupakan upaya untuk mencegah salah satu pihak mengetahui 
riwayat masa lalu pasangan dari orang lain. 
8. Masalah Salah Paham 
Suami dan istri ibarat dua buah kutub yang berbeda. Oleh karena itu usaha 
penyesuaian diri serta saling menghormati pendapat masing-masing pihak, perlu 
dipelihara. 
9. Masalah Tidak Memasak 
Memang ada suami yang mengatakan hanya mau makan masakan istrinya 
sendiri, sehingga kalau istri tidak bisa memasak akan rebut. Sikap suami ini 
menunjukkan sikap dominan. Karena saat ini istri tidak hanya dituntut di ranah 
domestic saja tetapi juga sudah memasuki ranah publik. Perbuatan suami tersebut 
menunjukkan sikap masih mengharapkan istri berada di ranah domestic atau dalam 
rumah tangga. Istri yang merasa tertekan dengan sikap ini akan
24
melawan, akibatnya 
timbul pertengkaran mulut yang berakhir dengan kekerasan. 
10. Suami Mau Menang Sendiri 
Dalam penelitian ini diperoleh gambaran bahwa masih terdapat suami yang 
merasa “lebih” dalam segalah hal dibandingkan dengan istri. Oleh karna itu, suami 
menginginkan segala kehendaknya menjadi semacam “Undang-Undang”, dimana 
semua orang yang tinggal dalam rumah masih tunduk kepadanya. 
 
2. Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Secara Umum 
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Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan dalam Rumah Tangga, h. 79. 
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Dari berbagai kasus yang pernah terjadi di Indonesia, bentuk-bentuk KDRT 
dapat dikelompokkan menjadi berikut ini: 
Kekerasan Fisik: 
a. Pembunuhan 
1) Suami terhadap istri atau sebaliknya 
2) Ayah terhadap anak dan sebaliknya 
3) Ibu terhadap anak atau sebaliknya ( termasuk pembunuhan bayi oleh ibu) 
4) Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya 
5) Anggota keluarga terhadap pembantu 
6) Bentuk campuran selain termasuk diatas 
b. Penganiayaan  
1) Suami terhadap istri atau sebaliknya 
2) Ayah terhadap anak dan sebaliknya25 
3) Ibu terhadap anak atau sebaliknya ( termasuk pembunuhan bayi oleh ibu) 
4) Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya 
5) Anggota keluarga terhadap pembantu 
6) Bentuk campuran selain termasuk diatas 
c. Perkosaan 
1) Ayah terhadap anak perempuan, ayah kandung atau ayah tiri dan anak 
kandung maupun anak tiri 
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Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan dalam Rumah Tangga, h. 80. 
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2) Suami terhadap adik/kakak ipar 
3) Kakak terhadap adik 
4) Suami/anggota keluarga laki-laki terhadap pembantu rumah tangga 
5) Bentuk campuran selain tersebut diatas 
Kekerasan Nonfisik/Psikis/Emosional seperti: 
1. Penghinaan 
2. Komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai 
harga diri pihak istri 
3. Melarang istri bergaul 
4. Ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri keorang tua 
5. Akan menceraikan 
6. Memisahkan istri dari anak-anknya dan lain-lain 
Kekerasan seksual meliputi: 
1. Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya 
2. Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau 
disetujui oleh istri 
3. Pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang 
sakit atau menstruasi 
4. Memaksa istri menjadi pelacur dan sebagainya26 
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Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan dalam Rumah Tangga, h. 81. 
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Kekerasan ekomoni berupa: 
1. Tidak memberi nafkah pada istri 
2. Memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol 
kehidupan istri 
3. Membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh 
suami.
27
 
D. Kedudukan Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga 
1. Kedudukan suami dalam rumah tangga 
Suami sebagai qowamah, pemimpin keluarga tidak lepas dari tanggung jawab 
dan hak sebagai seorang pemimpin. Kedua permasalan ini ibarat dua lengan 
timbangan, yang beban kiri dan kanan haruslah imbang, seorang suami haruslah 
mendahulukan tanggung jawabnya, ini ibarat anak timbangan, maka hak akan 
menyusul kemudian ini ibarat zat yang akan ditimbang, jadi berat ringannya hak 
suami ( zat yang ditimbang) akan sangat tergantung dengan anak timbangan yang kita 
letakkan, sampai kemudian terbentuk keseimbanngan antara anak timbangan dengan 
yang ditimbang, seperti  itulah kira kira konsep adil.  
Allah SWT menjelaskan urusan ini dalam Firmannya pada QS.  An 
Nisa‟/4:3428 
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Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan dalam Rumah Tangga, h. 82. 
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http://republikpos.com/2016/01/kedudukan-suami-dalam-rumah-tangga(Diakses tanggal 11 
februari 2018) 
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                         
                        
                          
                  
    
Terjemahnya: 
Kaum laki-laki itu adalah pimpinan bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah 
telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain 
(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta 
mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta‟at kepada Allah lagi 
memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah 
memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuzbya, 
maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan 
pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta‟atimu, maka janganlah kamu 
mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi 
lagi Maha Besar.
29
 
Banyak dalil baik dari Al-Qur‟an dan Hadits yang mempertegas posisi suami 
dalam rumah tangga, sekalipun ia tidak memiliki penghasilan tetapi hak memimpin 
rumah tangga itu ada di tangan mereka. Bahkan puasanya seorang istri itu 
dipengaruhi izin dari suami, jika suami mengizinkan maka istri diperbolehkan 
berpuasa sunah, jika tidak maka istri pun tidak boleh membantah apa yang menjadi 
ketentuan suami, selama itu dibenarkan oleh agama. 
 ال ُٕى اي اَنذاج ال ْا  وُ ٌَُُنُذإ بُلل إ ُِ ش ا  شاّ مه َْ او ْا  انٓ مواج َياة  ُاةَأ اىَُمل لّ ُلاح 
 بُلل ُ ُحَياإ ُ َياُلل ٔبد اؤمح م ُبٌُذاى َُ ُأَواة ُأَي اغ ًَ اع ٍةاقافاٌ ًَ ُو َثاقافٌَ اة ش او ْا  و ُ ٌَُُنُذإ
 مأَط اَ  
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Kementrian Agama Republik Indonesia, Alqur’an Terjemah dan Tajwid (Cet. 1; Jawa Barat: 
Sygma, 2014), h. 123. 
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Artinya: 
“Tidak halal bagi seorang isteri untuk berpuasa, sedangkan suaminya hadir, 
kecuali dengan ijinnya. Dan ia tidak boleh mengijinkan orang lain masuk 
rumah suami tanpa ijin darinya. Dan jika ia menafkahkan sesuatu tanpa ada 
perintah dari suami, maka suami mendapat setengah pahalanya,” [HR al-
Bukhâri, 5195, dan Muslim, 1026].
30
 
Bahkan malaikat pun „turun tangan‟ dan melaknat istri-istri yang tidak 
memberikan nafkah batin kepada suaminya, hal ini selaras dalam hadits: 
 وشاَّيام اع ايشابَض اغ اتشاباى وُ َُجذاج َهاماى ُ ُاا اُأى ٕاُلل م ُاجاة اأَوا مّ مه بألا ش اعاد ا اُنل
 بح اح مة اُكئالا اىَلا شاَّحاٍ اعال احُبَومج ٕ  
Artinya: 
“Jika seorang suami mengajak isterinya berhubungan dan isteri menolak, lalu 
suami marah kepadanya sepanjang malam, para malaikat melaknat isteri itu 
sampai pagi,” [HR al-Bukhâri, 5193, dan Muslim, 1436]31 
Hadits tersebut menjadi simbol, bahwa suami memiliki hak tertinggi dalam 
rumah tangga sampai berhubungan biologis saja sedemikan Islam mengaturnya, 
mengingat tanggung jawab seorang suami itu teramat besar bila dibandingkan 
seorang istri, karena pada diri-nyalah menjadi penentu syurga atau neraka yang kelak 
seorang istri dapatkan, karena menta‟ati suaminya. Namun, jika istri membangkang 
atau keluar jauh dari konteks keagamaan, maka diperkenankan seorang suami untuk 
memukulnya secara beradap atau dibenarkan dalam syariat. 
Banyak aturan-aturan dalam Islam dalam menuntut rumah tangga yang sesuai 
dengan ketentuan dan „rule-nya‟ Allah serta Rasulullah, semata-mata agar terciptanya 
keharmonisasian dalam berumah tangga, namun Islam juga tidak membenarkan jika 
ada suami yang berlaku dzolim terhadap istrinya, sama hal-nya suami yang memiliki 
                                                                   
30
Muslich Shabir, Terjemah Riyadhus Shalihin 1, (Cet. 2; Semarang: PT  Karya Toha Putra, 
2004), h. 166. 
31
Muslich Shabir, Terjemah Riyadhus Shalihin 1. h. 167. 
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hak atas istri-nya, begitu juga sebaliknya. Ada Hak istri yang harus diperhatikan oleh 
suami.
32
 
2. Kedudukan istri dalam rumah tangga 
Istri adalah sebagai suatu barang yang tidak ada nilainya, sehingga kaum 
wanita boleh diperlakukan apa saja tergantung dari kaum pria. Hal ini nampak jelas 
bahwa sebelum nabi Muhammad lahir masyarakat Arab akan mengubur hidup-hidup 
setiap bayi perempuan yang lahir hal ini karena dipandang wanita tidak dapat 
membantu perang. 
Negara-negara didunia memandang kaum wanita dalam bentuk yang berbeda-
beda, seperti di Inggis berarti behind every successful man there is always a women, 
di Amerika istri yang dalam bahasa Inggris adalah wife namun diartikan washing, 
ironing, fun, entertainment, di Jawa sebagaimana dikatakan oleh budayawan 
Semarang Darmanto Jatman Asah-asah, umbah-umbah, lumah-lumah. Dan 
dikalangan masyarakat Jawa masih banyak istilah yang lain masak macak manak atau 
dapur sewur dan kasur. 
Karena itu wanita yang paling berperan didalam kehidupan rumah tangga, 
karena dalam diri wanita mempunyai peran ganda dalam kehidupan rumah tangga, 
yaitu mengandung, melahirkan, mendidik, mengasuh dan membesarkan. Sehingga 
kedekatan seorang anak akan lebih dominan kepada seorang ibu, setiap perbuatan 
inipun akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah SWT. 
                                                                   
32
http://republikpos.com/2016/01/kedudukan-suami-dalam-rumah-tangga (Diakses tanggal 11 
februari 2018) 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian yang digunakan adalah Field research, yang bersifat kualitatif 
dimana penelitian ini jauh lebih subjektif dari pada penelitian kuantitatif, penelitian 
ini menggunakan metode pengumpulan data dengan ucapan dan tingkah orang yang 
sedang diamati. 
2. Lokasi Penelitian 
Dalam melakukan penelitian sehubungan dengan objek yang akan diteliti, 
maka penulis memilih lokasi penelitian di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan fokus 
studi pada Pengadilan Negeri Kelas II Bulukumba. Penulis melakukan penelitian di 
kabupaten Bulukumba dengan dasar pertimbangan bahwa di Bulukumba adanya 
terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya. 
B. Pendekatan Penelitian 
Tekni pendekatan yang dilakukan penulis dalam penulisan skripsi sebagai 
berikut : Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan yang berdasarkan 
bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konseo ,asas-asas 
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hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian 
ini.
1
 
C. Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui 
wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumentasi tidak resmi 
yang kemudian diolah oleh peneliti. 
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen dokumen resmi, buku-
buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam betuk 
laporan, skripsi, tesisi, disertasi, peraturan perundang-undangan.  
D. Metode Pengumpulan Data  
Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah: 
1. Observasi 
Observasi adalah pengamatan langsung para pembuat keputusan berikut 
lingkungan fisiknya dan ataau pengamatan langsung suatu kegiatan yang sedang 
berjalan. Dengan teknik observasi dapat mendapatkan lingkungan fisik dari kegiatan-
kegiatan, misalnya tata letak fisik peralatan, penerangan, gangguan suara dan lain-
lain. Selain itu dapat mengukur tingkat suatu pekerjaan, dalam hal waktu yang di 
butuhkan untuk menyelesaikan suatu unit pekerjaan tertentu. 
                                                                   
1
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Cet. 1; Jakarta: Sinar Graafika, 2016), h. 223. 
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2. Wawancara 
Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan jalan 
mengadakan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi tersebut dilakukan dengan 
dialog (Tanya jawab) secara lisan, baik langsung maupun tiidak langsung. 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan 
dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-
sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang, 
dan sebagainya. 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen Penelitian adalah merupakan sebuah alat yang digunakan untuk 
mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan 
penelitian. Instrumen sebagai alat pada waktu penelitian yang menggunakan suatu 
metode. 
1. Peneliti 
2. Pedoman wawancara 
3. Alat perekam/Handphone/Kamera 
4. Alat Tulis  
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
1. Teknik Pengolaan Data 
a. Klarifikasi data ( memilah-milih data ) 
Klarifikasi merupakan kata serapan dari bahasa belanda, Classificatie, yang 
sendirinya berasal dari bahasa prancis Classification. Istilah ini menunjukan kepada 
sebuah metode untuk menyusun data secara sistematis atau menurut beberapa aturan 
atau kaidah yang telah diterapkan. 
b. Reduksi data ( Mengurai data ) 
Adalah dalam analisis data penelitian kualitatif menurt Miles dan Huberman ( 
1992 ) sebagaimanaa diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada 
penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari 
catatan-catatan tertulis di lapangan. 
c. Editing data ( mengedit data yang salah ) 
Adalah disebut juga tahap pemeriksaan data yakni proses peneliti memeriksa 
kembali data yang telah terkumpul untuk mengetahui cukup baik dan dapaat diolah 
dengan baik. 
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d. Teknik Analisis data 
Analisis data yang digunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif 
terhadap data sekunder dan data primer, yaitu kegiatan yang dilakukan penullis untuk 
menentukan isi atau makna aturan hukum.
2
 
G. Pengujian Keabsahan data dalam penelitian 
Pengujian keabsaan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji Credibility 
(Validasi Internal), transferability (Validasi external), dependability (reabilitas) dan 
confirmability (obyektifitas). 
1. Perpanjangan pengamatan 
Dengan perpanjangan pengamatan berarti penelitian kembali ke lapangan, 
melakukan pengamatan, wawancara lagi dari sumber data yang perna di temui 
maupun yang baru. 
2. Mengunakan bahan referensi 
Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk 
membuktikan data yang telah ditemukan oleh penelitih. 
3. Mengadakan membecheck 
Member check adalah proses mengecek data yang diperoleh peneliti kepada 
pemberi data. Tujuan memberi check adalah mengetahui seberapa jauh data yang 
diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.  
                                                                   
2
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, h. 225. 
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BAB IV 
PEMBUNUHAN OLEH ISTRI TERHADAP SUAMI AKIBAT TIDAK DIBERI 
NAFKAH 
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Bulukumba 
Pengadilan Negeri Bulukumba merupakan pengadilan yang bertempat di 
kabupaten bulukumba dan telah menangani Kasus Pembunhan Oleh Isteri Terhadap 
Suami Akibat Tidak Di Beri Nafkah. 
Pada awal mulanya Pemerintahan Kolonial Belanda masuk di daerah 
bulukumba sekitar pada tahun 1920 membangun dan mendirikan sebuah Gedung 
Sekolah Bangsawan yang terletak di Jalan KH. Muhammad Ramli No.1 Kelurahan 
bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba yang dimana juga 
diantaranya termasuk Pahlawan Nasional SULTAN DAENG RADJA ikut sekolah di 
tempat itu pada Tahun 1932 dengan nama Sekolah Rakyat Bapemda 
(SWASANTRA) dan saat itu Indonesia merdeka maka gedung itu diserahkan oleh 
pemerintah Belanda pada tahun 1946 menjadi Nama Gedung  Kantor di beri  nama 
lantaran yang membawahi dua wilayah kabupaten yaitu kabupaten Bantaeng dan 
kabupaten Bulukumba yang berpusat di kota bulukumba pada saat itu dipimpin oleh  
Ketua Bapak Hartoyo, SH pada tahun 1950 sampai tahun 1960 dan berubah nama 
menjadi Pengadilan Negeri Bulukumba di bawah Naugan Departemen kehakiman. 
Pada tahun 1960 dan bapak Hartoyo pension pada tahun 1965 digantikan oleh 
bapak Ramlan, SH dari 1965 sampai pada tahun 1968 dan dibantu oleh dengan nama 
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pengatur Hukum atau dengan nama Hakim Muda dan pada saat itu bangunan gedung 
direhab dan diubah pada tahun 1968 samapi 1970 dibawah pimpinan ketua Bapak 
Andi Hanyum, SH menjabat pada tahun 1969 sampai tahun 1974 dan dilanjutkan 
pimpinan ketua bapak Rijal, SH pada tahun 1975 sampai tahun 1977. 
Digantikan oleh bapak Gulton, SH dari tahun 1977 sampai tahun 1983 dan 
Pengadilan Negeri bulukumba mendapat dan dari APBN untuk peluasan grdung 
kantor dan pindah di jalan nangka No.2 Bulukumba Kelurahan Loka Kecamatan 
ujung bulu dan saat itu pengadilan negeri Klas II A Bulukumba. 
Kemudian digantikan oleh bapak ketua Rahman, SH dari tahun 1993 sampai 
tahun 1996 dan digantikan oleh ibu Hajja Ona Siwa, SH dari 1996 samapai pension 
tahun 2000 dan digantikan oleh bapak H. Abd. Karim, SH dari tahun 2000 sampai 
tahun 2004 dan digantikan oleh bapak H. Agus Sutarno, SH dari tahun 2004 sampai 
tahun 2006 dan diganti oleh bapak Sutoto Hadi, SH tahun 2006 menjabat 6 bulan, 
pengadilan negeri bulukumba berubah menjadi peningkatan klas I B yang di resmikan 
oleh bapak ketua Mahkamah Agung bapak Prof. Dr. Bagir Manan, SH. MCL pada 
tanggal 7 Maret 2005 dan berganti pimpinan ketua Pengadilan Negeri Bulukumba 
oleh bapak H. Hizbullah, SH dari tahun 2006 sampai 2008 dan digantikan oleh bapak 
Achmad Sukardi, SH. MH tahun 2009 sampai 7 bulan saja dan digantikan lagi oleh 
bapak Ganjar Susilo, SH dari tahun 2011 sampai 2013 dan digantikan oleh bapak 
Lambertus Limbong, SH dari tahun 2013 sampai tahun 2014 dan digantikan oleh 
bapak Arifin, SH. M.Hum 7 bulan tahun 2015 dan sekarang di pimpin oleh  Bapak 
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1
 
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana 
Yang Dilakukan Oleh Istri Terhadap Suami Akibat Tidak Diberi Nafkah 
Prespektif  Hukum Pidana Islam 
1. Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana Islam 
Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep “liability” dalam segi 
falsalah hukum, bseorang filosof besar abad ke 20, Roscoe Pound menyatakan 
bahwa: I… use the simple word “liability” for the situation whereby one may exact 
legally and other is legally subjected to the exaction”. 2 
Dalam konsep KUHP tahun 1982/1983, pada Pasal 27 menyatakan bahwa 
pertanggungjawaban pidana adalah diteruskan celaan yang objektif ada pada tindak 
pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara objektif kepada pembuat yang 
                                                             
1
www.pn-bulukumba.go.id/pnbulukumba/2015-03-20-03-10-38/profil-pengadilan-negeri-
bulukumba/sejarah (Diakses tanggal 29 mei 2018) 
2
Roscoe Pound,  An Introduction to the Philosophy of law  dalam Romli Atmassamita, 
Perbandingan Hukum Pidana (Cet. II; Bandung: Mandar Maju,  2000), h. 65. 
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memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat dikenai pidana karena 
perbuatannya.
3
 Diteruskan celaan ini berdasarakan telah terjadi tindak pidana yang 
melahirkan akibat hukum dari perbuatan tersebut. Secara objektif bahwa perbuatan 
tersebut patut dicela berdasarkan undang-undang. 
Dalam hukum Islam, pertanggungjawaban hanya dibedakan pada orang yang 
masih hidup serta orang tersebut sudah mukallaf, jika seseorang belum mencapai 
umur pada mukallaf atau belum baligh maka hukum tidak membebankan apapun 
kepadanya, hukum Islam juga tidak membebankan hukum terhadap orang yang dalam 
keadaan terpaksa atau dipaksa, tidak juga terhadap orang yang hilang akal sehatnya 
dikarenakan bukan sebab disengaja seperti menghilangkan nyawa orang lain. 
Peranggungjawaban pidana dalam syariat Islam di artikan sebagai 
pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) 
yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud 
dan akibat-akibat dari perbuatan itu.
4
 Pembebanan tersebut dikarenakan perbuatan 
yang dilakukan itu adalah telah menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan 
hukum, dalam arti perbuatan yang dilarang secara syar‟i, baik dilarang melakukan 
atau dilarang meninggalkan. Pembebanan juga di karenakan perbuatan itu sendiri di 
                                                             
3
Djoko Prakoso,  Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia,  Edisi Pertama, (Yogyakarta: 
Liberty Yogyakarta, 1987),  h. 75. 
4
Ahmad Hanafi,  Asas-asas Hukum Pidana Islam, h. 154 ; lihat juga dalam Ahmad Wardi 
Mislich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih jinayah, (Jakarta: Sinar grafika, 2004), h. 74; 
lihat juga Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syariat Islam  dalam Konteks 
Modernis  (Jakarta: Arsy Syaamil Press & grafika, 2001), h. 166. 
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kerjakan berdasarkan keinginan dan kehendak yang timbul dalam dirinya bukan 
dorongan yang ditimbulkan oleh orang lain secara paksa (dipaksakan). 
Dalam syari‟at (hukum) Islam, pertanggung jawaban itu didasarkan pada tiga 
hal: 
1. Adanya perbuatan yang dilarang 
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri 
3. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan itu 
Apabila adanya ketiga hal tersebut di atas, maka pertanggung jawaban itu ada 
pada seseorang yang melakukan perbuatan pidana (kejahatan), namun sebaliknya 
maka tidak ada perbuatan yang dapat di pertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban 
pidana, hukum Islam hanya membebankan hukuman pada orang yang masih hidup 
dan mukallaf.  
Hukum Islam tidak juga menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang dipaksa 
dan orang yang hilang kesadarannya. Atas dasar ini seseorang hanya 
mempertanggungjawabkan perbuatanya terhadap apa yang telah dilakukannya dan 
tidak dapat dijatuhi hukuman atas tindak pidana orang lain. Prinsip dasar yang di 
tetapkan dalam hukum Islam adalah segala sesuatu yang tidak diharamkan berarti 
dibolehkan, akan tetapi jika suatu perbuatan diharamkan, hukumnya dijatuhkan sejak 
pengharamannya diketahui. Adapun perbuatan yang terjadi sebelum pengharaman 
maka ia termasuk dalam kategori pemaafan. 
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Dapatkah suatu badan hukum mempertanggungjawabkan diri secara pidana 
dalam Islam? Ahmad Hanafi menjawabnya secara negatif dengan alasan tiadanya 
unsur pengetahuan perbuatan dan pilihan dari badan-badan hukum itu. Namun orang-
orang yang bertindak atas nama badan hukum tersebut dapat dimintai 
pertanggungjawaban pidana apabila terjadi perbuatan yang terlarang.
5
 
Faktor yang menyebabkan terjadinya pertanggujawaban pidana adalah 
dikarenakan perbuatan maksiat (pelanggaran-pelanggaran) yaitu meninggalkan yang 
di suruh atau diwajibkan oleh syara‟ dan mengerjakan yang dilarang oleh syara‟. 
Pembebasan pertanggungjawaban itu merupakan ketetapan agama yang telah 
digariskan dalam Al-Qur‟an dan Hadits Nabi. Satu riwayat menyebutkan ketika Ali 
bin Abi Thalib berkata kepada Umar bin Khathab; “ tahukah engkau terhadap 
kebaikan dan kejahatan itu tidak di catat dan mereka tidak bertanggungjawab 
terhadap apa yang dilakukannya, yaitu orang yang gila sampai dia waras, anak-anak 
sampai dia baliqh (puber) dan orang tidur sampai dia bangun.
6
 Kemampuan 
bertanggungjawab disini menunjukkan pada mampu atau tidak secara psikis bukan 
secara fisik. 
Syari‟at Islam menolak sintetik atau pengujian untuk menentukan masalah 
abnoemalitas dan kriminalitas. Menurut teori ini taka dan tindakan yang dapat disebut 
criminal bila pada saat tindakan itu dilaksanakan pelaku mengalami kekacauan 
                                                             
5
Topo Santoso,  Membumikan Hukum Pidana Islam ; Penegakan Syari’at dalam wacana dan 
agenda  (Cet. I; Jakarta: Gema Insani,  2003), h. 166.  
6
A. Rahman i. Doi,  Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syari’ah), h. 286. 
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mental atau adanya dorongan yang benar-benar tidak terkendali sehingga 
menyebabkan hilangnya mental ataupun emosi. 
Hukum Islam memberikan alternative bagi seoarang mukallaf dalam 
melaksanakan hukuman, berbeda dengan hukum positif terutama di masa-masa 
sebelum revolusi prancis, karena pertanggungjawaban pidana mempunyai pengertian 
tersendiri. Setiap orang begaimanapun keadaanya bisa dibebani pertanggungjawaban 
pidana. Apakah orang itu mempunyai kemauan sendiri atau tidak, dewasa atau belum 
dewasa bahkan hewan ataupun benda yang bisa menimbulkan kerugian kepada pihak 
lain dapat dibebani pertanggungjawaban. 
Pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan menakalah perbuatan yang 
dilakukan ,adalah perbuatan terlarang (criminal conduct) yang mencakup unsur-unsur 
secara fisik dari kejahatan tersebut. Tanpa unsur tersebut pertanggungjawaban tidak 
dapat dilakukan karena pertanggungjawaban masyarakat dilakukannya suatu 
perbuatan yang dilarang Undang-undang. Perbuatan tersebut bisa dihasilakan dari 
perbuatan aktif (delik komisi) maupun perbuatan pasif (delik omisi). 
Di dalam KUHP, pertanggungjawaban pidana telah muncul masalah 
mengenai asas kesalahan (culpabilitas) yang secara tegas tidak tercantum.
7
 Namun 
asas culpabilitas merupakan penyeimbang dari asas legalitas yang dicantumkan dalam 
Pasal 1 ayat (1), yang berate seorang dipidana karena secara objektif memang telah 
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Sudarto, Hukum Pidana I dalam Ahmad Bahiej, Sejarah dan Problematika Hukum Pidana 
Materiel di Indonesia, Sosio-Religi (Vol. 4, Agustus 2005) 
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melakukan tindak pidana artinya memenuhi rumusan asas legalitas dan secara 
subyektif terdapat unsur kesalahan dalam diri pelaku (memenuhi asas culpabilits). 
Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya 
berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat 
diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak 
pidana yang dilakukannya. Peranggungjawaban pidana tidak hanya berarti “rightfully 
sentenced” tetap juga “rightfully accused”.8 
Menurut salah seorang guru besar pada Universitas Amsterdam, yaitu Van 
Hamel, mengemukakan pendapatnya bahwa kemampuan untuk bertanggungjawab 
secara hukum adalah suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang 
mencakup tiga kemampuan lainya yaitu; (1) memahami arah dan tujuan faktual dari 
tindakan itu sendiri, (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang, (3) 
adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut. 
Salah satu yang menarik dalam kaitanya dengan kemampuan 
bertanggungjawab, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diseluruh 
dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, justru 
diatur sebaliknya yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab, seperti yang terdapat 
dalam KUHP indonesia Pasal 44, yaitu masih memakai rumusan Pasal 37 tentang “ 
tidak boleh dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu selik, yang tidak 
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Alf Ross, on Guil, Responsibility and Punishment dalam Chairul Huda,  Dari Tiada Pidana 
tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, h. 64. 
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dapat di pertanggungkan kepadanya disebabkan oleh kekurang sempurnaan 
partumbuhan akalnya atau sakit gangguan akal”9 sistem yang dianut oleh Pasal 44 
tersebut adalah sistem campuran yang bersifat biologis psychiatris dan yang 
psikologis. Sistem pertama menyebutkan beberapa keadaan yang menyebabkan 
ketidak mampuan bertanggungjawab, sedangkan sistem psikologis juga menyebutkan 
patalogis akan tetapi ukurannya hanya terletak pada hubungan antar kejahatan dan 
keadaan sadar terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang berbentuk kejahatan. 
Dalam Pasal 44 ayat 1 KUHP pembentuk undang-undang membuat peraturan khusus 
untuk pembuat yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatanya “karena 
jiwanya cacat dalam pertumbuahannya atau terganggu karena penyakit”, yang 
dimaksudkan adalah gangguan sejak lahir dan timbul semasa remaja dan gangguan 
yang datang kemudian pada seseorang yang normal.
10
 
Masalah ada tidaknya pertanggungjawaban pidana diputuskan oleh Hakim, 
menurut Pompe ini pengertian yuridis bukan medis. Menurutnya dapat 
dipertanggungjawbkan itu berkaitan dengan kesalahan, orang dapat menyatakan 
dipertanggungjawabkan itu sendiri merupakan kesalahan.
11
  
2. Unsur–unsur pertanggungjawaban pidana 
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Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana (Cet. Kedua; Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 206. 
10
D. Schaffmeister, N. Keijzer, dkk., editor J.E. Sahetapy, Hukum Pidana, h. 69. 
11
Andi Hamzah,  Asas-asas Hukum Pidana,  h. 146. 
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Hukum Islam mensyaratkan keaadaan pelaku harus memiliki pengetahuan dan 
pilihan, karenanya sanggat alamiyah manakala seseorang memang menjadi objek dari 
pertanggungjawaban pidana, karena pada seseorang memiliki kedua hal tersebut. Ini 
adalah salah satu prinsip dasar hukum Islam, bahwa pertanggungjawaban pidana itu 
bersifat personal artinya seseorang tidak mempertanggungjawabkan selain apa yang 
dilakukannya. 
Oleh karenanya ada suatu faktor yang semestinya menjadi alasan untuk dapat 
dipertanggungjawbkan suatu tindak pidana. Faktor atau sebab, merupakan sesuatu 
yang dijadikan oleh syara‟ sebagai tanda atas musabab (hasil/efek) dimana 
keberadaan musabab diperuntukkan dengan adanya sebab. 
Adanya unsur yang menagkibatkan terjadinya pertanggungjawaban pidana 
antara lain; 
a. Adanya unsur melawan hukum 
Asas pertanggungjawaban hukum adalah adanya perbuatan melawan hukum 
atau perbuatan maksiat yaitu melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan 
hal-hal yang di perintahkan oleh hukum Islam. pertanggungjawaban tindak pidana itu 
berbeda-beda sesuai dengan tingkat pelanggaran atau perbuatan maksiatnya. Pelaku 
yang memang mempunyai niat bermaksud untuk melawan hukum ,maka saksinya 
(hukumannya) di perberat. Namun jika sebaliknya maka hukumannya diperingan, 
dalam hal ini faktor yang utama disini adalah melawan hukum. Dimaksudkan 
melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara‟ setelah 
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diketahi bahwa syar‟I melarang atau mewajibkan perbuatan tersebut. Perbuatan 
melawan hukum merupakan unsur pokok yang harus terdapat pada setiap tindakan 
pidana, baik tindakan pidana ringan atau tindak pidana berat, yang di sengaja atau 
tidak disengaja. 
Dalam kaitan pertanggungjawaban karena melawan hukum dapat dibedakan 
dalam memahaminya antara melawan hukum dan maksud melawan hukum. Melawan 
hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan kewajiaban 
tanpa ada maksud dari si pelaku itu sendiri namun menimbulkan kerugian terhadap 
orang lain. Adapun maksud melawan hukum adalah kecenderungan niat si pelku 
untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan yang di ketahui bahwa hal itu 
dilarang atau memperbuat kemaksiatan dengan maksud melawan hukum.
12
 
Apabila pada suatu oerbuatan terdapat faktor pertanggungjawaban pidana 
yaitu melakukan kemaksiatan (melawan hukum) dengan adanya dua unsur 
mengetahui dan memilki, maka pertanggungjwaban pidana pertama-tama merupakan 
keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana, kemudian 
pertanggungjawaban pidana karenanya harus dapat berfungsi sebagai preventif, 
sehingga terbuka kemungkinan untuk sedini mungkin menyadari akan konsekwensi 
tindak pidana dari perbuatan yang dilakukannya dengan penuh resiko ancaman 
hukumannya. 
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Ali Yafie, Ahmad Sukaja, Muhammad Amin Suma, dkk, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, 
Edisi Indonesia. h. 81. 
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b. Adanya kesalahan 
Faktor yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah 
perbuatan maksiat, yaitu mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh syara‟. 
Dimaksudkan disini adalah kesalahan sesorang terhadap perbuatan yang telah 
ditentukan tidak boleh dilakukan. Hal ini menyangkut sesorang itu telah 
meninggalkan kewajiban atau perintah, sehingga dapat dimintakan 
pertanggunjawaban. 
Ada suatu perbedaan dalam memahami kesalahan sebagai faktor 
pertanggungjawaban. Perbedaan ini berkaitan dengan pengertian antara tindka pidana 
dengan kesalahan itu sendiri, dimana menurut beberapa ahli hukum bahwa pengertian 
tindak pidana tidak ditemukan dalam Undang-Undang hanya saja tindak pidana 
merupakan kreasi teoritis yang di kemukakan oleh para ahli hukum. Hal ini akan 
membawa beberapa konsekbwensi dalam memahami tindak pidana dan kesalahan itu 
sendiri adalah faktor penentu pertanggungjawaban. Pengertian tindak pidana hanya 
berisi tentang karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman. 
Pemahaman ini penting bukun saja secara akademis tetapi juga sebagai suatu 
kesadaran dalam membangun mesyarakat yang sadar akan hukum. 
Jonkers memberikan pengertian tentang kesalahan dalam keterangannya 
tentang schuldbegrip yang membagikan kepada tiga bagian;
13
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Teguh Prasetyo dan Adul Halim Barkatullah,  Politik Hukum Pidana, h. 56. 
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1) Kesalahan selain kesengajaan atau kealpaan (opzeto af schuld) 
2) Kesalahan meliputi juga sifat melawan hukum (de wederrechtelijk heid) 
3) Kesalahan dengan kemampuan bertanggungjawab (de toerekenbaaheid) 
Kesalahan bukan hanya menentukan dapat dipertanggungjawabkannya si 
pelaku akan tetapi dapat dipidananya si pelaku. Karena kesalahan merupakan asas 
fundamental dalam hukum pidana, kesalahan yang menentukan dapat di 
pertanggungjawabkannya si pelaku adalah hal mana cara melihat bagaimana 
melakukannya, sedangkan kesalahan yang menentukan dapat dipidananya si pelaku 
dengan memberikan sanksi hal demikian adalah cara melihat bagiaman dapat di 
pertanggungajawabkan perbuatan tersebut kepadanya. 
Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan biasanya dibedakan dari 
pertanggungjawaban mutlak. Bila tatanan hukum menetapkan dilakukannya suatu 
tindakan atau tidak dilakukannya suatu tindakan yang dapat terantisipasi sebagai 
syarat pemberian suatu sanksi maka dapat dibedakan antara kasus yang kejadianya itu 
disengajakan atau dapat diantisipasi oleh individu yang perilakunya dipertimbangan 
dan kasus dimana kejadian berlangsung tanpa disengaja atau tanpa diantisipasi atau 
dapat disebut kecelakaan atau ketidak sengajaan. 
Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan biasanya mencakup persoalan 
kelainan. Kelainan terjadi biasanya adalah karena tidak terjadi pencegahan suatu 
perbuatan yang menurut hukum dilarang, kendatipun kelalaian itu tidak dikehendaki 
atau tidak disengaja oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut. 
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3. Penghapusan Pertanggungjawaban Pidana 
Asas dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah tiada hukuman tanpa 
adanya kesalahan atau perbuatan terlarang. Jika suatu perbuatan terlarang untuk di 
kerjakan maka tidak ada pertanggungjawaban secara mutlak karena perbuatan 
tersebut bukan perbuatan terlarang secara sayari‟at atau undang-undang. Adanya 
pertanggungjawaban pidana sebenarnya dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan 
yang dilarang, jika suatu perbuatan itu dilakukan namun pelakunya suatu perbuatan 
yang dilarang, jika suatu perbuatan itu dilakukan namun pelakunya tidak mempunyai 
pengetahuan dan pilihan, maka mempertanggungjawabkan itu ada, namun pelaku 
akan terhapus dari penjatuhan hukuman. 
Dasar penhapusan pidana atau yang disebut dengan alasan-alasan 
menghilangkan sifat tindak pidana termuat dalam buku I KUHP, di samping itu ada 
juga alasan penghapusan tindak pidana diluar KUHP atau yang ada dalam 
masyarakat, misalnya suatu perbuatan oleh suatu masyarakat tidak tidak dianggap 
tindak pidana karena mempunyai alasan-alasan tersendiri yang secara hukum meteril 
juga tidak dianggap terlarang. Juga karena alasan pendidikan seorang orang tua 
menuntun anaknya untuk mengajarkan suatu kebaikan, bisa saja orang tua tidak 
punyai kesalahan sama sekali karena keliru dalam fakta. 
Dalam keadaan tertentu terkadang suatu perbuatan yang dilakukan oleh 
seseorang dapat berujung pada terjadinya tindak pidana, walaupun orang tersebut 
tidak menghendaki terjadinya tindak pidana. Dengan kata lain tindak pidana dapat 
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saja terjadi adakalanya seseorang tidak dapat menghidari karena sesuatu yang berasal 
dari luar dirinya. Faktor luar tersebut membuat seseorang itu tidak dapat berbuat lain 
sehingga megakibatkan kesalahannya itu terhapus, artinya pada diri si pelaku terdapat 
alasan penghapus kesalahan itu terhapus, artinya pada diri si pelaku terdapat alasan 
penghapus kesalahan. Sekalipun kepada pelaku dapat dicela. Tapi dalam hal-hal 
tertentu celaan tersebut menjadi hilang atau tidak dapat diteruskan.
14
 Berbeda halnya 
apabila kesalahan di pahami dalam pengertian psikologi pelaku, sekalipun terdapat 
faktor eksternal yang dipandang telah menghilangkan kesalahan tetapi mengingat 
kesalahan selalu dipandang sebagai kondisi psikologis pelaku ketika melakukan 
tindak pidana maka alasan penghapusan kesalahan merupakan alasan yang 
menghilangkan atau kealpaan. 
Dalam masalah penghapusan pidana terdapat dua alasan/dasar penghapusan 
pidana yaitu dasar pembenar (permissibility) dan dasar pemaaf (legal excuse).
15
 Suatu 
perbuatan pidana didalamnya terdapat alasan pembenar sebagai penghapusan pidana 
maka suatu perbuatan tersebut menjadi kehilangan sifat melawan hukum sehingga 
menjadi legal atau secara agama terdapat kebolehan melakukannya sehingga pelaku 
tidak dikenai hukuman. Adannya alasan pembenar berujung pada “pembenaran” atas 
tindakan yang sepintas lalu melawan hukum, sedangkan adanya alasan pemaaf 
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Cahirul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada 
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan., h. 119. 
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Topo Santoso,  Membumikan Hukum Pidana Islam ; Penegakan Syari’at dalam wacana dan 
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berdampak pada “pemaafan” pembuatnya sekalipun telah melakukan tindak pidana 
yang melawan hukum. Yang termasuk dalam alasan pembenar diantarnya bela paksa, 
keadaan darurat, pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan perintah jabatan. 
Seseorang yang karena membela badan/jiwa, kesusilaan atau membela harta miliknya 
dari sifat melawan hukum orang lain maka kepadanya tidak dapat dimintakan 
pertanggungjawaban jika perbuatan melawan hukum terjadi padanya. 
Pertanggungjawaban pidana dapat dinyatakan hapus karena ada kaitanya 
dengan perbuatan yang terjadi atau kaitanya dengan hal-hal yang terjadi menurut 
keadaan bagi pelaku. Dalam keadaan yang pertama ini adalah perbuatan yang 
dilakukan tersebut merupakan perbuatan mubah (dalam agama tidak ada pelarangan 
karena hukum asal), sedangkan keadaan yang kedua adalah perbuatan yang dilakukan 
itu merupakan perbuatan yang terlarang namun pelaku tidak dapat di beri hukuman 
karena ada suatu kaeadaan pada pelaku yang dapat terhindar dari hukuman. Kedua 
keadaan ini (perbuatan dan pelaku) dalam kaidah agama disebut asbab al ibahah dan 
asbab rafi al uqubah. Asbab al-ibahah atau sebab di bolehkannya perbuatan yang 
dilarang pada umumnya berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
16
 
a. Disebabkan perbuatan Mubah (asbab al ibahah) 
Pada dasarnya perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam itu 
merupakan pelanggaran secara umum bagi semua orang. Meski demikian hukum 
Islam melihat karakter-karakter khusus disebabkan oleh keadaan dan tututan dari 
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masyarakat tertentu.
17
 Contoh pembunuhan adalah perbuatan ini diharamkan dalam 
Islam bagi setiap orang. Hukuman bagi pembunuhan adalah kisas yaitu berupa 
hukuman mati dan Islam memberikan hak bagi korban, sebagaimana disebutkan 
dalam al-Qur‟an, QS. al-Isra/17:33. 
                         
                    
 
 
Terjemahnya : 
Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), 
melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara 
zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli waris itu 
melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang 
mendapat pertolongan.
18
 
  
Di ayat lain juga menjelaskan hal demikian sebagimana firman Allah dalam 
QS. An-Nisa/4:93. 
                             
        
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Terjemahnya : 
Dan barang siapa yang membunuh seorang mu‟min dengan sengaja, maka 
balasanya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, 
dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.
19
 
Setelah menjelaskan sanksi pembunuhan seorang mukmin karena 
keliru, dijelaskannya dalam ayat ini akibat buruk dan saksi ukhrawi bagi 
pembunuhan yang di sengaja terhadap mukmin dengan sengaja, maka 
balasanya yang wajar ialah neraka jahannam yang sangat mengerikan, kelak ia 
di dalamnya, yakni berada disana dalam waktu yang sangat lama, bahkan bukan 
hanya berada di tempat yang sangat mengerikan itu, tatapi dia juga disiksa dan 
Allah murka pula kepadanya dan mengutuknya yakni tidak meberi sedikit 
rahmatpun serta menyediakan azab yang besar baginya, selain yang disebut ini. 
  Ayat tidak menyebut sanksi duniawi, bahkan sebagian ulama 
menetapkan bahwa dosa yang bersangkutan tidak akan mendapat pengampunan 
Illahi. Ada riwayat yang menyatakan bahwa sahabat Nabi SAW, Ibn Abbas ra. 
Menganut paham ini, tetapi mayoritas ulama menolaknya sekian banyak ayat 
dan hadis Nabi yang dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa dosa apapun, 
selama pelakunya bertaubat sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan, maka 
insya Allah Tuhan mengampuninya. Salah satu ayat yang amat tegas adalah 
firman-Nya : “Sesungguhnya Allah tidak akan mengamouni dosa siapa pun 
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yang mempersekutukan-Nya dan dia mengampuni apa (dosa) yang selain dari 
(syirik) itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya. (QS. An-Nisa/4:48)”20 
Kemudian di ayat lain juga menjelaskan hal demikian sebagaimana firman 
Allah dalam QS. Al-Maidah/5:32   
                            
                            
                          
      
Terjemahnya: 
Oleh karena itu kami tetapkan (sesuatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barang-
barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu 
(membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, 
maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa 
yang memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah 
datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-
keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-
sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.
21
 
 
Contoh lain dalam hal melukai, perbuatan melukai adalah tidak dibenarkan 
dalam Islam, akan tetapi melukai dengan maksud melakukan operasi merupakan 
perbuatan yang dibolehkan karena suatu kebolehan yang dikendaki oleh keadaan. 
Juga dalam memukul, perbuatan tersebut adalah dilarang dalam Islam, akan tetapi 
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memukul dengan maksud memberikan pendidikan/ pembelajaran adalah sesuatu yang 
dapat dibolehkan sejauh pemukulan itu tidak bermaksud melukai. Disamping itu 
hukum Islam memperkenalkan para pendidikan dan mengajar mereka sebagai bentuk 
perwujudan atas kewajiban menjalankan kemaslahatan individu dan masyarakat serta 
mewujudkan tujuan dari syar‟i itu sendiri. 
Jika suatu perbuatan yang dilarang namun dibolehkan secara logika hanya 
untuk mewujudkan suatu kemaslahatan tertentu, akan tetapi suatu perbuatan yang 
dilarang namun dikerjakan diluar maksud dari kemaslahatan itu maka tetap dianggap 
suatu tindakan pidana. Melaksanakan kewajiban mempunyai sifat yang mutlak harus 
dilakukan akan tetapi melaksanakan/meggunakan hak tidak berdosa dan tidak 
dihukum sedangkan orang yang dibebani kewajiban akan berdosa dan dapat di hukum 
ketika tidak melaksanakannya, hal ini disepakati oleh para fukaha. Hak mempunyai 
keterikatan dengan syarat keselamatan, artinya orang yang menggunakan haknya 
senantiasa mempunyai tanggungjawab terhadap keselamatan objek dari hak tersebut 
karena yang menggunakan hak tersebut mempunyai tanggungjawab terhadap 
keselamatan objek dari hak tersebut karena yang mengunakan hak tersebut 
mempunyai pilihan antara mengerjakan dan tidak mengerjakan. Sedangkan kewajiban 
tidak terikat dengan keselamatan karena orang yang melaksanakan kewajiban tidak 
mempunyai tanggungjawab terhadap objek dari sebuah kewajiban itu. 
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Ahmad Wardhi Muslich mengutib Abdul Qadir „Audah, mengemukakan 
bahwa sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang itu ada enam macam yaitu:
22
 
1. Pembelaan yang sah 
Dalam hukum Islam dikenal pembelaan atas dua macam 
a. Pembelaan khusus 
Pembelaan khusus dimaksudkan adalah seseorang itu mempunyai kewajiban 
dalam mempertahankan/melindungi dirinya, haknya dan harta bendanya dengan cara-
cara yang dibenarkan dari perampasan orang lain. Apabila seseorang melakukan 
suatu pembelaan atas suatu serangan maka harus ada keseimbangan antara kepetingan 
yang melindungi dengan kepentingan yang menyerang, maksudnya adalah seseorang 
tidak dibolehkan melanjutkan penyerangan namakala serangan lawan sudah 
dihentikan. Pembelaan khusus baik bersifat wajib atau mempertahankan haknya 
dimaksudkan bukan sebagai serangan hukuman terhadap penyerang. Menurut Islam 
seserorang berhak mempertahankan jiwa, harta, kehormatan dirinya dan orang lain 
dari serangan orang lain dengan kekuatan yang lazim dari setiap pelanggaran dan 
penyerangan yang tidak sah, jadi jika seseorang diserang orang lain untuk di bunuh, 
dan tidak ada jalan tidak untuk membela diri kecuali membunuh pula maka ia tidak 
dapat dipidana, dalam hal ini ada syarat yang terjadi yaitu adanya keseimbangan dan 
tidak jalan lain. Hal ini akan menghapuskan atau menghilangkan sifat tindak pidana 
karena alasan pembelaan diri dengan dasar pembenar dari tanggungjawaban pidana. 
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b. Pembelaan bersifat umum 
Diistilahkan pembelaan bersifat umum dalam islam adalah amar ma’ruf nahi 
munkar, yaitu membela atas kepentingan orang banyak/ kepentingan umum, para 
fukaha menyepakati bahwa membela kepentingan umum adalam rangka amar ma‟ruf 
nahi mungkar merupakan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan pembelaan 
bersifat umum ini bertujuan agar didalam masyarakat akan tumbuh sifat-sifat 
keutamaan dan dapat berdiri di atas kebijakan individu sehingga penyelewengan dan 
jarimah akan mberkurang. Mar’uf  adalah semua perkatan atau perbuatan yang perlu 
diucapkan atau dilakukan sesuai nash, dasar umum (aturan pokok) dan jiwa 
hukumislam, sedangkan mungkar adalah setiap yang diharamkan oleh hukum islam 
baik dikerjakan oleh mukallaf (orang yang dibebani hukum) atau non mukallaf.
23
 
Setiap muslim wajib melakukan amar ma’ruf nahi mungkar sesuai dengan 
kesanggupannya meskipun ada orang lain yang lebih mampu dari dirinya untuk 
melakukannya. 
4. Analisis Peneliti 
Pertanggungjawaban pidana dalam putusan kasus No. 69/Pid.B/2017/PN Blk. 
Dalam putusan terdakwa ini mampun mempertanggungjawabkan kesalahan yang 
telah dilakukan baik yang dia sengaja maupun tidak dia sengaja. Berupa penikaman 
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yang dilakukan oleh terdakwa yang dijelaskan di dalam persidangan, latar belakang 
penyebab dari penikaman ini di mulai dari adanya pertengkaran mulut antara 
terdakwa dan korban. Pertengkaran tersebut yang di picuh oleh tidak terpenuhinya 
nafkah (uang). 
Berdasarkan kasus tersebut terdakwa melanggar Pasal 44 ayat 3 No. 23 Tahun 
2004 yang berbunyi: “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 
(lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000.00 (empat puluh lima 
juta rupiah), tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dimana terdakwa 
yang merupakan istri sah dari korban yang telah melakukan penikaman/pembunuhan 
yang merengut nyawa suaminya mengunakan benda tajam berupa pisau dapur. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan WIDYA ASTUTI (Terdakwa) 
mengatakan bahwa: “Dirinya kerap kali mengalami kekerasan dalam rumah tangga 
yang dilakukan oleh suaminya (MUH. ILYAS) dalma hal ini adalah korban. Widya 
pernah berfikir melaporkan suaminya (MUH. ILYAS) ini ke pihak yang berwajib, 
karena dirinya mendapat perlakuan yang tidak seharusnya dilakukan oleh korban 
terhadap terdakwa.
24
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C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana 
Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Istri Terhadap Suami Akibat Tidak Diberi 
Nafkah 
1. Pertimbangan Hakim 
Apabila proses pemeriksaan di persidangan selesai maka hakim harus 
mengambil keputusan yang tepat untuk menjatuhkan saksi kepada Terdakwa. Untuk 
itu hakim dituntut untuk melakukan menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran 
peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada dan disertai 
keyakinannya dengan menggunakan metode penafsiran, konstruksi, dan 
mempertimbangkan berbagai keadaan sosio-kultural untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat. Setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa 
yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya 
memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap 
perbuatan yang dilakukan. Putusan apapun yang menjadi pertimbangan dijatuhkannya 
suatu putusan.  
Hakim sebelum memutus suatu perkara memperhatikan dakwaan jaksa 
Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan 
Terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana, serta hal-
hal yang meringankan dan memberatkan. Dalam amar putusan hakim menyebutkan 
dan menjatuhkan sanksi berupa:  
1. Menyatakan Terdakwa WIDYA ASTUTI ALIAS WIDI Bin MUSTAMIN 
telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah “Melakukan Tindak 
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Pidana Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga yang 
Mengakibatkan Kematian” 
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan 
pidana penjara selama 11 (Sebelas) tahun; 
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut; 
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
5. Menetapkan barang bukti berupa: 
 1 (satu) lembar kaos berwarna hitam (milik korban) 
 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru (milik korban) 
 Sebilah pisau dapur berwarna silver yang terbuat dari alumunium 
 Sebuah balok kayu yang terbuat dari kayu yang berwarna coklat yang 
memiliki panjang kurang lebih 60 (enam puluh) cm dan lebar 6 (enam) 
cm 
Dirampas untuk dimusnakan. 
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- 
(dua ribu rupiah). 
Dalam aspek normatif, yang menjadi pertimbangan Hakim dalam 
menjatuhkan putusan Perkara tersebut adalah: 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, 
ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan kesatu 
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penuntut umum, yaitu melanggar Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 
2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga Majelis 
berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 
tindak pidana “kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan 
kematian”; 
Menimbang, bahwa selama persindangan dalam perkara ini, Majelis Hakim 
tidak menemukan hala-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari 
pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar 
(rechtvaardiningsgronden) maupun alasan pemaaf (rechtsluitingsiningsgronden), 
oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan 
Terdakwa harus di pertanggung jawabkan kepadanya. 
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka 
Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap 
diri Terdakwa dan oleh karena itu harus pula di jatuhkan pidana. 
Menimbang, bahwa sistem pidana di indonesia dilakukan bukan hanya dengan 
tujuan sebagai pembalasan dendam terhadap Terdakwa tetapi juga dengan maksud 
untuk membina dan mendidik (edukatif) Terdakwa agar dapat menimbulkan efek jera 
dan Terdakwa tidak mengukangi lagi perbuatannya tersebut, serta menghindari 
munculnya kejahatan atau tindak pidana lain sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa 
tersebut. 
69 
 
Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusannya, majelis Hakim perlu 
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman 
bagi Terdakwa, yaitu : 
Hal-hal Yang Memberatkan: 
 Perbuatan Terdakwa menjadi contoh buruk bagi anaknya dan kehidupan 
keluarga yang lain dalam masyarakat 
 Terdakwa belum berdamai dengan keluarga Korban 
Hal –hal Yang Meringankan: 
 Terdakwa sopan dipersidangan 
 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi 
 Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga berupa satu orang anak kecil 
 Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan Pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap. 
2. Analisa Peniliti 
Berdasarkan posisi kasus yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa dakwaan 
Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan pertimbangan Hakim 
pengadilan dalam amar putusannya telah memenuhi unsur dan syarat pidananya 
Terdakwa. Hal ini didasarkan adanya keterkaitan antara keterangan para saksi, 
Terdakwa, dan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum saat pemeriksaan 
dalam persidangan. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Negeri Makassarmenyatakan 
dalam amar putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
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melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas 
nyawa orang lain”. 
Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam menetukan 
putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa. Hakim harus dapat mengelola dan 
memproses data-data yang diperoleh selama persidangan dalam hal ini mencakupi 
bukti-bukti, keterangan saksi, pembelaan, serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
maupun sisi psikologis Terdakwa. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan kepada 
Terdakwa dapat didasari oleh tanggung jawab, keadilan, kebijksanaan dan 
profesionalisme. 
Selain dari pada aspek normatif tersebut, dari hasil wawancara dengan Hakim 
Ketua, Iwan Harry Winarto, S.H.,M.H yang memutus perkara tersebut  beliau 
membenarkan mengenai isi dari putusan tersebut. Menurutnya penjatuhan sanksi 
pidana mengenai pembunuhan yang dijatuhkan pasal 44 ayat (3) undang-undang No. 
8 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. sudah tepat 
karena perbuatan tersebut dari keterangan saksi dan Terdakwa dapat ditemukan 
indikasi kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian, meskipun tidak 
ada niat terdakwa tetapi ada tindakan yang dilakukan oleh terdakwa.
25
 
Penjatuhan sanksi 12 tahun penjara diberikan setelah menimbang aspek 
sosiologis dimana Hakim seharusnya menjatuhkan sanksi 12 tahun pidana penjara 
                                                             
25
Iwan Harry Winarto, Hakim Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Bulukumba Sekaligus 
Hakim Ketua dalam Sidang Kasus Pembunuhan, Wawancara,  (Senin, 26 Februari 2018 di PN 
Bulukumba) 
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Terdakwa karena Hakim Ketua menilai perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan 
sadistic terhadap korban yang sudah membiayai dan mencari nafkah untuk 
keluarganya. Namun melihat duduk kasus yang terjadi terdakwa tidak berniat untuk 
membunuh suaminya tetapi karena ingin membela diri, maka dalam hal ini Hakim 
Ketua menjatuhkan sanksi pidana penjara 12 tahun dan mempertimbangkan pasal 
yang di jatuhkan jaksa penuntut umum dalam dua pasal menjadi satu pasal.  
Penulis dalam hal ini juga sependapat dengan putusan yang ditetapkan oleh 
Hakim, berdasarkan putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim itu adalah sesuatu 
yang baik karena tidak terlalu memberatkan terdakwa, sebab jika dilihat dari duduk 
perkara. Terdakwa melakukan pembelaan diri dari korban dan menikam korban 
karena revlek, unsur-unsur yang menjadi pertimbangan majelis hakim juga sangat 
logis karena jika terdakwa dikenakan dengan 2 tindakan pidana itu adalah sesuatu 
yang memberatkan terdakwa sebab kejadian yang paling menonjol dari duduk 
perkara adalah masalah rumah tangga, yang kurang baik komunikasinya, dan jika 
dijatuhi pelanggaran pasal 44 ayat 3 no. 23 tahun 2004,  tentang penghapusan 
kekerasan dalam rumah tangga yang mengandung 3 unsur yaitu: 
1. Unsur setiap orang 
2. Unsur melakukan kekerasaan fisik dalam ringkup rumah tangga 
3. Unsur mengakibatkan kematian  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan atas uraian Bab-bab terdahulu, maka penulis mencoba 
mengemukakan kesimpulan sebagai berikut: 
Pertanggung jawaban pidana terhadap kasus No. 69/Pid.B/2017/PN Blk. 
Bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab, dan dinyatakan bersalah atas tindak 
pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus pula 
dijatuhi pidana. 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kasus No. 69/Pid.B/2017/PN 
Blk. Terdakwa memenuhi unsur dari dakwaan kesatu penuntut umum yaitu 
melanggar pasal yang dijatuhkan pasal 44 ayat 3 undang-undang Nomor 23 tahun 
2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dengan pertimbangan 
selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang 
dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar 
maupun alasan pemaaf.  
B. Implikasi Penelitian  
Setelah mengemukakan beberapa kesimpulan di atas, maka penulis mencoba 
memberikan implikasi dari penilitian sebagai berikut:  
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1. Perlu dilakukan kerja sama antara pemerintah sekitar dengan aparat penegak 
hukum untuk melakukan sosialisasi tentang penyuluhan agama dan penegakan 
hukum. 
2. Penulis berharap setiap lapisan masyarakat, bisa sadar akan keberadaan hukum 
serta selalu menjadikan norma-norma Agama dan Hukum sebagai landasan 
dalam bersikap. 
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